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GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PEFATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 341 TAHUN 2014

TENTANG

P[MBENTUKAN, ORGANISASI DAN T,IITA KERJA
UNIT PENGELOLA METROLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Mil.HA ESA

GUBER~IUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahw" untuk menindaklanjuti ketentuan Pas 31 183 ayat (2) Peraturai'; Daerah
Nomo; 12 Tahun 2014 tentang Organi:;asi Perangkat Daerch dan
Pasal 43 Peraturan Gubernur Nomor 236 Tahun 2014 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mil<ro Kecil dan Menengah serta
Perdaqangan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Pernk'ntukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Metrologi;

Mengingat 1, Un':bng - Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Metrologi Legal;

2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1899 tentang Perlindungan
KO'lsumen;

3. Un~ang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:

4. Un:::ang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 te'1tang Perbendaharaan ~Iegara;

5. LJn(~ang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung JawabKeuangan Negara;

6. Undrlllg-Undang Nomor 29 Tahun 2007 :entang Pemerintahan Provinsi
DaHrah Khusus Ibukota Jakarta seba!Jai Ibukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, K~.lcil dan
Me·i1~ngah;

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemblll:ukan
Peraturan Perundang-undangan;

9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten':ang Aparatur Sipil Negora;
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10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Ui~dang-UndangNomor 2 Tahun 2014;

11. Lndang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

13. F'eraturan Pemerintah Nomor 8 TahlJn 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

15. P:1raturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

16. P'dfaturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011;

18. Pllraturan Menteri Dalam Negeri NomoI' 45 Tahun 2008 tentang Pola
Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

19. Pmaturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat
Da':!rah;

20. Pmaturan Gubernur Nomor 236 Tahun 2014 tentang Organisasi dan
Telta Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikrc, Kecil dan Menengah serta
Pmdagangan.

MEMUTUSKAN :

PERAf'URAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI
DAN lATA KERJA UNIT PENGELOLA METRO'-OGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalari Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai
iJns'jr penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gli:,ernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Ja'<arta.
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4. Sekretariat Oaerah adalah Sekretariat Oal,nah Provinsi Daerah Khusus
Ibuf;ota Jakarta.

5. Sekretaris Oaerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibuf:ota Jakarta.

6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat
BPVJ'\O adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Oaerah Khusus Ibukota Jakarta.

7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah
Sadan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

8. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro
Org;'\nisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
Sekretariat Oaerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

9: Oinas Koperasi, Usaha Mikro, Keeil dan Menengah, serta Perdagangan
yan!] selanjutnya disebut Dinas adalah Oinas Koperasi, Usaha Mikro, Keeil
dan Menengah serta Perdagangan Prov:nsi Daerah Khusus Ibukota
Jak'1rta.

1O. K€lp~:lia Oinas adalah Kepala Dinas Kopel'asi, Usaha Mikro, Keeil dan
Merengah serta Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

11. Unit Pengelola Metrologi adalah Unit Pengelola Metrologi Dinas Koperasi.
Usal",a Mikro, Keeil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi Oaerah
Khd~;US Ibukota Jakarta.

12. Kep<:ila Unit adalah Kepala Unit Pengelola M,=trologi.

13. Satuan Kerja Perangkat Oaerah yang selanjutnya disingkat SKPO adalah
Satuan Kerja Perangkat Oaerah Provinsi Da0rah Khusus Ibukota Jakarta.

14. Unit i<erja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah
Unit Kerja atau Subordinat SKPD.

15. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pe!]awai
pem.~rintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina
kepegawaian dan diserahi tugas dalam suaw jabatan pemerintahan atau
diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan
peru:,dang-undangan.

16. 'Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang mem8nuhi
syan'lt tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara '"€leara
tetar: oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jatlatan
pernelintahan.

17. Pegc,wai Pemerintah dengan Perjanjian Keija adalah warga negara
Indol'esia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasmkan
perja 1ljian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan
tugaf; pemerintahan.

18. Metrologi adalah Ilmu pengetahuan tentang Llkur-mengukur seeara luas.

19. Metr<"logi Legal adalah Metrologi yang mengelola satuan-satuan ukumn,
metoda-metoda pengukuran dan alat-ald! ukur, yang menyangkut
pel'sy:iratan teknik dan peraturan berdasmkan Undang-Undang yang
bertLijuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebeilaran
pengukuran.
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20. T8r<l adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal
yanq berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang
bertsnda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh
pegawai-pegawai yang berhak melakukannja berdasarkan pengujian atas
alat-·alat ukur, timbang dan perlengkapannya yang belum pernah dipakai.

21. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT
adalah barang yang ditempatkan dalam bungkusan atau kemasan tertutup
yang untuk peruntukannya harus merusak pembungkusnya atau segel
pembungkusnya.

22. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya
disingkat UTTP adalah alat-alat ukur maupun perlengkapan alat ukur yang
dipergunakan dalam bidang metrologi legal

23.Satu<ln Sistem Internasional yang selanjutnya disingkat SI adalah satuan
ukuran yang sistemnya bersumber pada suatu ukuran yang didapat
berclasarkan atas satuan dasar yang disahkan oleh Konperensi Umum
untul< Ukuran dan Timbangan.

24. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai
penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan
terhiH:Jap standard ukurnya yang mampu telusur (traceable) ke Standar
Nasional satuan ukuran dan/atau internasional.

25. Tem Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera
batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang
bErtanda tera sah atau tera batal yang beriaku, dilakukan oleh pegawai­
pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang
dilakukan atas alat-alat ukur, takar, timban;) dan perlengkapan yang
ditel"a,

26, Monitoring UTTP adalah kegiatan untuk memantau pelaksanaan hasil tera
UT1P yang telah dilakukan dengan cara melakukan pendataan batas
wakw masa berlaku tera.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pengelola Metrologi.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DMJ FUNGSI

Pasal 3

(1) Unil: Pengelola Metrologi merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas clalam
pela~'sanaan kemetrologian.

(2) Unil: Pengelola Metrologi dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam
. melc;!<sanakan tugas dan fungsinya berada eli bawah dan bertanggung

jawulJ kepada Kepala Dinas.
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Pasal 4

(1) Unit Pengelola Metrologi mempunyai tugas menyelenggarakan tera/tera
ulang UTTP, kegiatan pengujian dan kalibrasi serta pengelolaan standar
ukLran dan laboratorium kemetrologian.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit
Per1gelola Metrologi menyelenggarakan fungsi :

<1. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit
Pengelola Metrologi;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Unit Pengelola Metrologi;

c. penyusunan standar dan prosedur pelai<:sanaan kemetrologian;

d. pelaksanaan tera dan tera ulang UTTP;

e. pemeriksaan, pengujian dan kalibrasi alat-alat ukur;

f. pengelolaan standar ukuran, cap tanda tera dan sarana kemetrologian
lainnya;

g. pelaksanaan monitoring UTTP dan perr:akaiannya serta BDKT;

h. bimbingan pengusaha dan reparatir UTTP;

i. f.'enyelenggaraan pelatihan teknis kemetrologian;

j. pelaksanaan sertifikasi produk dan manajemen mutu;

k. penyelengaraan kerja sama regional dan internasional di bidang
kemetrologian dan kalibrasi;

I. r;elaksanaan pengelolaan teknologi inforrnasi Unit Pengelola Metrologi;

m. pengelolaan prasarana dan sarana Unit Pengelola Metrologi;

n. ~Iengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Unit Pengelola
Metrologi;

o. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Unit Pengelola
Metrologi;

p. pengelolaan kearsipan Unit Pengelola Metrologi;

q. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Unit Peng",lola
Metrologi; dan

r. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fLingsi
Unit Pengelola Metrologi.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) f,usunan Organisasi Unit Pengelola Metro1ogi, terdiri dari :

a. I-<:epala Unit;
b. Subbagian Tata Usaha;
c. Satuan Pelaksana Besaran Massa, Tekanan dan Suhu;
d. Satuan Pelaksana Besaran Arus, Panj:mg dan Volume; dan
e. .';ubkelompok Jabatan Fungsional.
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(2) Sagan Susunan Organisasi Unit Pen£I"lola Metrologi sebagaimana
tercantum dalam lampiran Peraturan Gubemur inL

Bagian Kedua

Kepala Unit

Pasal 6

Kepala Unit mempunyai tugas :

a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fung::>i Unit
Pengelola Metrologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:

b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana dan
Subl<elompok Jabatan Fungsional;

c. me:aksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau
Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi
Unit Pengelola Metrologi; dan

d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi
Unit Pengelola Metrologi.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata US'3ha

Pasal 7

(1) SLbbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja Staf dalam pelaksanaan
administrasi Unit Pengelola Metrologi.

(2) SLbbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.

(3) SL.i:::bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

a. manyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Unit Pengelola Metrologi sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Unit Pengelola Unit Pengelola sesuai dengan lingkup tugasnya;

G. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja
,ian anggaran Unit Pengelola Metrologi;

d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran Unit
Pengelola Metrologi;

e. menyusun bahan standar dan prosedur pelaksanaan administrasi Unit
Pengelola Metrologi;

t. Ilielaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Unit
~engelola Metrologi;

g. melaksanakan kegiatan ketatausaha,m dan kerumahtanggaan Unit
Pengelola Metrologi;

h. lTlelaksanakan pengelolaan kearsipan Unit Pengelola Metrolog;.



7

i. melaksanakan penyediaan, penat2lJsahaan, pemeliharaan dan
perawatan prasarana dan sarana kerja Unit Pengelola Metrologi;

j. melaksanakan pengelolaan teknolo(li informasi Unit Pengelola
Metrologi;

k. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Unit
Pengelola Metrologi;

I. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan
kegiatan serta akuntabilitas Unit Pengelola Metrologi; dan

m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
SUbbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Satuan Pelaksana Besaran Massa, Tekanan dan Suhu

Pasal 8

(1) Satuan Pelaksana Besaran Massa, Tekanan dan Suhu merupakan
Satuan Kerja Lini Unit Pengelola Metrologi dalam pelaksanaan kegiatan
pE'ileraan, pengujian dan kalibrasi besaran massa, tekanan dan suhu.

(2) Satuan Pelaksana Besaran Massa, Tekanan dan Suhu dipimpin oleh
se·:J,ang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan
ben:anggung jawab kepada Kepala Unit.

(3) Kepala Satuan Pelaksana Besaran Massa, Tekanan dan Suhu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.

(4) I-<el:'ala Satuan Pelaksana Besaran Massa, Tekanan dan Suhu
sebagaimana dimaksud pad a ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh
Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.

(5) Scltuan Pelaksana Besaran Massa, Tekanan dan Suhu mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Unit
Pengelola Metrologi sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Unit Pengelola Metrologi sesuai dengan lingkup tugasnya;

G. \nenyusun bahan standar dan prosedur teknis peneraan, pengujian
dan kalibrasi sesuai dengan ruang Iingkup besaran;

d. :nenyusun rencana dan melaksanakan penyediaan, pemeliharaan dan
perawatan peralatan teknis peneraan, pengujian dan kalibrasi sesuai
(lengan ruang lingkup besaran;

e. melaksanakan pengujian, kalibrasi dan peneraan UTTP s6suai
dengan ruang Iingkup besaran;

1'. melaksanakan pemeriksaan dan penglljian alat ukur serta BDKT
sesuai dengan ruang lingkup besaran;

g. tnelaksanakan monitoring dan evaluasl UTTP dan pemakaiannya
serta BDKT sesuai dengan ruang lingkup besaran;

h. melaksanakan bimbingan kepada pengusaha dan reparatir UTTP
sesuai dengan ruang lingkup besaran;
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i. melaksanakan kegiatan pelatihan teknis kemetrologian sesuai dengan
ruang Iingkup besaran;

j. merencanakan dan melaksanakan sidang tera ulang UTTP;

k. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pelayanan kemetrologian;

I. melaksanakan pengelolaan standar ukuran sesuai dengan ruang
lingkup besaran;

m. menyiapkan proses sertifikasi produk dan manajemen mutu sesuai
dengan ruang Iingkup besaran;

n. rnelaksanakan kegiatan kerja sama regional dan internasional di
bidang kemetrologian;

o. merencanakan dan melaksanakan uji banding antara/profiensi'

p. melakukan koordinasi dengan sesama profesi laboratorium dan dunia
pendidikan sebagai bahan perencanaan bagi peningkatan
pengetahuan teknis;

q. rnelakukan kerja sama teknis dengan iernbaga pemerintah serta unit
lain yang terkait; dan

r. rnelaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Satuan
Pelaksana Besaran Massa, Tekanan dan Suhu.

Bagian Kelima

Satuan Pelaksana Besaran Arus, Panjang dan Volume

Pasal 9

(1) Sc:tuan Pelaksana Besaran Arus, Panjang dan Volume merupakan
SE,tuan Kerja Lini Unit Pengelola Metrologi dalam pelaksanaan kegiatan
peneraan, pengujian dan kalibrasi besarar- arus, panjang dan volume.

(2) Satuan Pelaksana Besaran Arus, Panjang dan Volume dipimpin oleh
seorang Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan berta'lggung
!awab kepada Kepala Unit.

(3) Kepala Satuan Pelaksana Besaran Arus, Panjang dan Volume
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bur-an jabatan struktural.

(4) Kepala Satuan Pelaksana Besaran .l\rus, Panjang dan \jolume
sehagaimana dimaksud pada ayat (3) C'iangkat dan diberhentikan oleh
Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.

(5) Satuan Pelaksana Besaran Arus, Panjang dan Volume mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Unit
Pengelola Metrologi sesuai dengan Iingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Unit Pengelola Metrologi sesuai dengall lingkup tugasnya;

c. menyusun bahan standar dan prosedur teknis peneraan, pengujian
dan kalibrasi sesuai dengan ruang lingkup besaran;
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d. Illenyusun rencana dan melaksanakan penyediaan. pemeliharaan dan
perawatan peralatan teknis peneraan, pengujian dan kalibrasi sesuai
dengan ruang lingkup besaran;

e. melaksanakan pengujian, kalibrasi dan peneraan UTTP sesuai
dengan ruang lingkup besaran;

f. rnelaksanakan pemeriksaan dan pengujian alat ukur serta BDKT
sesuai dengan ruang lingkup besaran;

g. rnelaksanakan monitoring dan evaluasi UTTP dan pemakaiannya
serta BDKT sesuai dengan ruang lingkllp besaran;

h. melaksanakan bimbingan kepada pengusaha dan reparatir UTTP
sesuai dengan ruang lingkup besaran;

i. melaksanakan kegiatan pelatihan teknis kemetrologian sesuai dengan
ruang lingkup besaran;

j. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pelayanan kemetrologian;

1<. Inelaksanakan pengelolaan standar ukuran sesuai dengan ruang
lingkup besaran;

I. menyiapkan proses sertifikasi produk dan manajemen mutu sesuai
dengan ruang lingkup besaran;

m. melaksanakan kegiatan kerja sama regional dan internasional di
bidang kemetrologian;

n. merencanakan dan melaksanakan uji banding antara/profiensi:

o. rnelakukan koordinasi dengan sesama profesi laboratorium dan dunia
pendidikan sebagai bahan perencanaan bagi peningkatan
pengetahuan teknis;

p. melakukan kerja sama teknis dengan lembaga pernerintah serta unit
lain yang terkait; dan

q. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Satuan Pelaksana Besaran Arus, Panjang dan Volume.

Bagian Keenam

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal10

(1) Ulii Pengelola Metrologi dapat menwunyai Subkelompok Jabatan
Fungsional.

(2) p,?jabat Fungsional sebagaimana dimaks'Jd pad a ayat (1) melaksanakan
tugas dalam susunan organisasi strukturE1, Unit Pengelola Metrologi.

Pasal 11

(1) Daiam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pc'jabat
Fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Unit Pen,;jelola
MetrGlogi sebagai bag ian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas
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(2) SurJkelompok Jabatan Fungsional sebago;i Tlana dimaksud pada ayat (1 ),
dipimpin oleh seorang Ketua Subkelom(:ok Jabatan Fungsional yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit

(3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pad a
ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala
Unit dari pejabat fungsional yang berkompeten dan berintegritas.

(4) I<etentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Unit Pengelola
l\I1etrologi diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari
pengaturan Jabatan Fungsional Dinas sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB V

ESELON

Pasal 12

(1) I<E,pala Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan Jabatan
St"uktural Eselon III A.

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2) merupakan Jabatan Struktural Eselon IV A.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 13

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Unit Pengelola l\I1etrologi wajib
ta31 dan berpedoman pada ketentuan per21u,an perundang-undal"'gan

(2) Ke~'ala Unit mengembangkan koordinasi dan kerja sama de:lgan
SKPD/UKPD, Instansi Pemerintah/Swasta dan masyarakat dalam rangka
meriingkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan Lmgsi
Unit Pengelola Metrologi.

Pasal 14

Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana
dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pengelola Metrologi
wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan
peratuan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi,
kerJRs,3ma, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi,
efektivitas dan efisiensi.

Pasal 15

(1) K,~pala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan
P,?laksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pad a Unit
P2ngelola Metrologi wajib memimpin, r.lengoordinasikan, mer:-Iberikan
birnbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan
menilai kinerja bawahan masing-masing.
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(2) Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata :.Jsaha, para Kepala Satuan
Pel"lksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada
Unit Pengelola Metrologi wajib mengikuti dan mematuhi perintah
kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan
per~lndang-undangan.

Pasal 16

Kepalc. Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana
dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pengelola Metrologi
wajib rnengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing­
masing serta mengambil langkah-Iangkah yang diperlukan apabila
menernukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 17

(1) Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan
Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada
Unit Pengelola Metrologi, wajib menyarnpaikan laporan dan kendala
pe!aksanaan tugas kepada atasan masing-rnasing sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) At;J~;an yang rnenerima laporan sebagair:lana dimaksud pada ayat (1),
menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan
pengambilan keputusan sesuai dengan ke'Nenangan masing-masing.

Pasal 18

(1) Se:<retariat Daerah melalui Biro Orgarisasi dan RB melaksanakan
pe mbinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan re;ormasi
bilOkrasi terhadap Unit Pengelola Metrologi sebagai bagia l dari
per'1binaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan Dinas.

(2) :<Eltentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana rJirnaksud
pc:da ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

KEPEGAWAIA~J

Pasal 19

(1) Pegawai pada Unit Pengelola Metrologi merupakan Pegawai p.paratur
Sipii Negara, terdiri dad:

a.' Pegawai Negeri Sipil; dan

b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

(2) Pe"gelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pad a ayat (1),
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
tentang Aparatur Sipil Negara.

(3) D,3lam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, Unit Pengelola Metrologi
ms'ndapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD dan Biro
Organisasi dan RB sebagai bagian dari pembinaan kepegawaian Dinas.
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BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 20

(1) Belanja pelaksanaan tugas dan funosi Unit Pengelola Metrologi
dilJebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud padaayat (1), dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang
kelJangan negara/daerah.

Pasal 21

(1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Unit
Per.gelola Metrologi merupakan pendapatan daerah.

(2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
jilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Bidang Keuangan NegaralDaerah.

BAB IX

ASET

Pasal 22

(1) Aset yang dipergunakan oleh Unit Pengelola Metrologi sebagai prasarana
dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan
daerah yang tidak dipisahkan.

(2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebanaimana
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ke~entuan

pmaturan perundang-undangan Bidang Keuangan NegaralDaerah dan
kEJtentuan peraturan perundang-undangan Bidang Pengelolaan Barang
Milik NegaralDaerah.

Pasal 23

(1) P,·asarana dan sarana kerja yang diterima Unit Pengelola Metrologi
da!am bentuk pemberian hibah atau ba·~ltuan barang dari Pihak Ketiga
><epada Unit Pengelola Metrologi dalam rangka pelaksanaan tugas dan
fungsinya merupakan penerimaan baran9 daerah.

(2) Penerima barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). segera
dilc:porkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkan kepada
Gubernur rnelalui Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Kcuangan
Daerah (PPKD) sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD)
untuk dicatat dan dibukukan dalam daftar Barang Milik Daerah (BMD).
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BAB X

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 24

(1) Unit Pengelola Metrologi menyusun dan menyampaikan laporan berkala
tahunan, semester, triwulan, bulanan dun/atau sewaktu-waktu kepada
KEJpaia Dinas.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi
laporan:

a. kepegawaian;

b. keuangan;

c. harang;

d. kinerja;

e. akuntabilitas; dan

f. ;<eg latan.

Pasal 25

Dalam rangka akuntabilitas Unit Pengelola Metrologi mengembangkan s:stem
pengendalian internal sebagai bag ian dari sistem pengendalian internal
Dinas.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 26

Pen;Jawasan terhadap Unit Pengelola Metrologi dilaksanakan oleh :

a. Lernbaga Negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan
tar,ggung jawab keuangan Negara; dan

b. Apa~at Pengawasan Intern Pemerintah.

BAB XII

KETENTUAN LAI~,ILAIN

Pasal 27

Forrn<lsi Jabatan dan kebutuhan peralatan kerja Unit Pengelola Metrologi
diatur,'ditetapkan dengan Peraturan Gubernur/Keputusan Gubernur tersendiri,
sesua: dengan kebutuhan, kemampuan klJl.IElllgan daerah dan flrioritas
daeral.
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BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur
Nomor 73 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja
Balai Metrologi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturai Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setic.p orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHLJSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ltd.

BASUKI T PURNAMA

Diundangkan di Jakar:a
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAER,l,i·j PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKC,TA JAKARTA,

ltd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMO" 62208

Salinan ~esuai dengan aslinya
KEPALA BIRO J:lJJ..KUM SEKRETARIAT DAERAH

PROVINSI D,(!tF.{:t..~8;Kf;:jUSUS IBUKOTA JAKARTA,
• .,.." ,1. .... ._.-......-</..,~~
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"\ NIP 195712281985032003
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Lampiran Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
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Tanggal 31 Desember 2014
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BASUKI T. PURNAMA


